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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan
yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara-negara yang
memiliki  jumlah penduduk yang - tinggi  seperti Indonesia. Masalah
ketenagakerjaan, pengahggurén, dan kerhiskinan sUdah menjadi masalah pokok
bangsa Indonesia dan membutuhkan penanganan segera supaya tidak semakin
membelit dan menghalangi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2013) bahwa jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa. Selanjutnya
menurut Badan Pusat Statistik (2015) bahwa pada tahun 2015 penduduk Indonesia
meningkat menjadi 255.182.144 jiwa atau tumbuh sebesar 1,43 persen.
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun
tersebut tentunya menimbulkan jumlah angkatan kerja yang juga terus meningkat.
Pada tahun 2015 jumlah- angkatan kerja di Indonesia adalah 122.380.021 dari
186.100.917 penduduk usia kerja atau angkatan kerja ini mengalami pertumbuhan
sebesar 0,98 persen dari tahun 2010 (Pusdatinaker, 2015).

Hal ini berbanding terbalik dengan data jumlah perusahaan di Indonesia
menurut sub-sektornya, dimana tahun 2010 adalah 23.345 dan pada tahun 2014
berjumlah 23.744 (BPS, 2016). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan

lapangan kerja tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Ini berarti



semakin banyak dampak yang ditimbulkan akibat semakin tingginya jumlah orang
yang mencari pekerjaan, khususnya masalah pengangguran.

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan Kklasik yang
dihadapi oleh setiap negara. Berbagai cara untuk mengatasi masalah
pengangguran ini, seperti menurut Sukirno (2004) kebijakan dari sisi permintaan
yaitu dengan menurunkan atau menaikkan tingkat suku bunga dan menambah
pengeluaran pemerintah yang diikuti pula dengan pengurangan pajak. Selanjutnya
juga disampaikan Sukikn(‘)'(2.004l), kebijakan dari .sisi penawaran salah satunya
adalah mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur,
meningkatkan efisiensi, memberi subsidi, namun masalah ini belum juga dapat
terselesaikan.

Pengangguran ini muncul (karena jumlah angkatan kerja yang ada secara
relatif atau absolut lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang
tersedia, sehingga mengakibatkan sebagian angkatan kerja tidak dapat diserap
oleh pasar kerja. Todaro (2006), terjadinya pengangguran tidak semata-mata
akibat adanya kelebihan tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor
lain, seperti kualitas angkatan kerja dan distorsi dalam pasar kerja, baik itu dari
segi permintaan maupun penawaran terhadap tenaga kerja.

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal
yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dalam rangka pembangunan
ketenagakerjaan, pemerintan perlu menetapkan kebijakan dan menyusun
perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan. Strategi pembangunan yang

diterapkan juga akan mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja. Strategi



pembangunan dan sasaran tujuan nasional harus benar-benar memperhatikan
aspek sumber daya manusia dalam memasuki lapangan kerja, orientasi untuk
peningkatan GDP (Gross Domestic Product) yang diikuti oleh peningkatan
kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan produktivitas kerja.

Salah satu agenda prioritas pembangunan nasional 2015-2019
sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional yang d'ilaikukén dianfaranya méIaIui peningkatan daya saing
tenaga Kkerja. Sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan yang ingin
diwujudkan adalah tingkat pengangguran terbuka diharapkan sebesar 4,0 persen -
5,0 persen pada tahun 2019 dan memfasilitasi kesempatan kerja sebesar 10 juta
selama lima tahun tersebut.

Melihat fenomena di atas, bidang ketenagakerjaan sebagai salah satu
agenda pembangunan diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin
berat dan kompleks. Kualitas angkatan kerja diperkirakan semakin meningkat,
oleh karena itu tuntutan ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat
pendidikan merupakan' hal -vital. Selain itu, dengan 'semakin terbukanya pasar
bebas maka upaya peningkatan kualitas agar mampu bersaing di pasar
internasional maupun pasar dalam negeri menjadi hal yang wajib dilakukan.
Industrialisasi ke depan juga diperkirakan akan semakin berkembang seiring
dengan perkembangan teknologi sehingga perlindungan tenaga kerja dituntut
untuk sesuai dengan perkembangan tersebut (RPJP Bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian 2010-2025).



Untuk mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi, maka diperlukan
kegiatan perencanaan yang merupakan suatu metode untuk mengetahui
kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang serta rencana tindakan
pengembangannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan sumberdaya manusia
(ketenagakerjaan) yang terintegrasi dan menyeluruh oleh pemerintah, pengusaha,
dan tenaga kerja itu sendiri (Elfindri dan Bachtiar, 2004).

Perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan melalui sisi persediaan dan sisi
kebutuhan. Dari sisi pérsédiéan .Iebih bényak merhbahas mengenai jumlah dan
mutu tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja cenderung membicarakan persoalan
yang terkait dengan calon tenaga kerja atau orang-orang yang akan menjadi
pendatang baru pada kelompok angkatan kerja. Perencanaan tenaga kerja dari sisi
kebutuhan merupakan derived demand dimana kebutuhan tenaga kerja baru akan
ada, jika ada permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh
masyarakat (Syahruddin, 2002).

Dalam perencanaan pembangunan, tenaga kerja (man workers) merupakan
komponen pembangunan yang penting disamping sumber daya alam dan
teknologi. Laju pembangunan ekonomi tergantung ‘dari-kualitas dan jumlah
tenaga kerja dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam untuk
dijadikan suatu output produksi, yang pada akhirnya menjadi suatu pendapatan
(income) bagi daerah dan tenaga kerja itu sendiri. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka diperlukan data dan indikator mengenai ketenagakerjaan dalam
rangka mengoptimalkan peran tenaga kerja dalam pembangunan serta sebagian

besar dalam perencanaan tenaga kerja.



Indikator-indikator tenaga Kkerja tersebut antara lain mengenai
ketersediaan tenaga Kkerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran,
tingkat upah, permintaan akan tenaga kerja oleh perusahaan, dan aspek lainnya
yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (misalnya tingkat pendidikan,
pengalaman Kkerja, migrasi, dan aspek sosial lainnya yang mendukung
ketenagakerjaan).

Permasalahan ketenagakerjaan juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan.
Ketika Kita membicarakan‘ Suétu rlnasalah‘tentu ada ketimpangan antara kenyataan
dengan harapan. Fakta empiris menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 11,69 persen yang
artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat 11-12 orang yang menganggur.
Angka ini berada di atas tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat dan
Indonesia pada tahun yang sama yang hanya 6,89 persen dan 6,18 persen. Apabila
dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat, maka
tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada peringkat
kedua setelah Kota Padang (Pusdatinaker, 2015). Tingkat pengangguran terbuka
yang sangat tinggi ini' tentu saja akan sangat sulit ‘untuk mewujudkan target
penurunan angka pengangguran menjadi cukup rendah yakni 5 persen pada tahun
2025 mendatang (RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025).

Mulyadi (2014), semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara
otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) semakin baik, karena itu berarti partisipasi

angkatan kerja semakin meningkat. Keadaan TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan



selama periode 2010-2015 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 adalah
56,74 persen menurun dibandingkan pada tahun 2010 yang mencapai 59,70
persen. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan penduduk usia kerja selama
periode dimaksud, sekaligus peningkatan jumlah angkatan kerja dari 172.789 jiwa
tahun 2010 menjadi 176.530 jiwa pada tahun 2015 (Sakernas, 2015).

Permasalahan selanjutnya adalah rendahnya kualitas tenaga kerja yang
dimiliki, sebagaimana diindikasikan dari rendahnya tenaga kerja terdidik di
Kabupaten Pesisir Selatan.‘ 'Pa.da téhun 2015 hanya térdapat 41,44 persen angkatan
kerja terdidik di Kabupaten Pesisir Selatan (Pusdatinaker, 2015). Persoalan
lainnya adalah kondisi penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Dinas
Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan bahwa dari
2.680 orang pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2015, penempatannya hanya
sekitar 12,95 persen yang terdiri dari 240 orang terserap di sektor produktif dan
107 orang menjadi TKI ke negara Malaysia. Hal ini mengindikasikan adanya
ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Disatu sisi terdapat kelebihan
persediaan tenaga kerja (labor surplus), sedangkan di sisi lain penyerapannya
sangat minim dibandingkan = jumlah pencari kerja’ yang terdaftar tersebut.
Kenyataan seperti ini menimbulkan ketimpangan yang sangat jauh dalam neraca
tenaga kerja.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan angkatan kerja di satu sisi,
dan terbatasnya kesempatan Kkerja di sisi lain telah mengakibatkan
ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Bila masalah

ini tidak berhasil diatasi dengan baik, tentunya dapat memberikan dampak yang



tidak menguntungkan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.
Penanganan masalah ketenagakerjaan hanya dapat berhasil jika didasarkan pada
perencanaan tenaga kerja yang baik, yaitu bagaimana menemukan perimbangan
yang tepat antara pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja dalam
proses pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan salah satu
urusan pemerintahan Wajib SIang. tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang
wajib dilaksanakan oleh semua daerah. Sehingga diharapkan pemerintah daerah
memberikan perhatian yang cukup serius terkait masalah ketenagakerjaan di
daerahnya masing-masing. Kabupaten Pesisir Selatan sendiri belum membuat
dokumen perencanaan tenaga kerja makro yang dapat dipergunakan sebagai acuan
penyusunan kebijakan, strategl, 'dan program ketenagakerjaan (Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, 2016). Hal ini tentu
saja akan mempersulit dalam mengambil kebijakan ketenagakerjaan yang
merupakan salah satu bagian dari agenda pembangunan.

Berdasarkan kondisi-di atas, maka penulis-tertarik untuk meneliti lebih
lanjut tentang analisis perencanaan ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan
tahun 2016-2021, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam
merumuskan arah kebijakan yang tepat di bidang ketenagakerjaan. Studi ini akan
menganalisis secara komprehensif persoalan-persoalan ketenagakerjaan di
Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian dilakukan proyeksi persediaan, kebutuhan,

produktifitas, dan neraca ketenagakerjaan untuk lima tahun ke depan.



1.2.  Perumusan Masalah

Penyusunan perencanaan ketenagakerjaan daerah merupakan kewajiban
pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi
Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.
Perencanaan ini penting sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan,
strategi, dan pelaksanaan program—pembangunan ketenagakerjaan yang
berkesinambungan. N = | .

Kabupaten Pesisir Selatan sendiri belum memiliki Perencanaan Tenaga
Kerja Makro, sementara persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi daerah ini
sangatlah kompleks sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Perencanaan
ketenagakerjaan ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi strategis
sektoral di daerah ini, sekaligus ‘'menjadi panduan bagi pemerintah pusat untuk
merumuskan berbagai kebijakan dan program di bidang ketenagakerjaan bagi
Kabupaten Pesisir Selatan.

Bertitik tolak dari uraian dan latar belakang permasalahan yang telah
dijelaskan sebelumnya, "maka rumusan masalahyang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah :

1) Bagaimanakah kondisi persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja di
Kabupaten Pesisir Selatan periode 2010-2015?
2) Bagaimanakah proyeksi persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja di

Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021?



3) Bagaimanakah arah kebijakan dan program ketenagakerjaan yang sesuai di

Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021?

1.3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah :
1) Mendeskripsikan perkembangan persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga
kerja periode 2010-20‘15 di Klabupate‘n Pesisir S.elatan.
2) Menyusun dan menganalisis proyeksi persediaan, kebutuhan, dan neraca
tenaga kerja di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.
3) Merumuskan arah kebijakan dan program ketenagakerjaan di Kabupaten

Pesisir Selatan tahun 2016-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan 'ilmu-pengetahuan, terutama dalam kajian perencanaan
ketenagakerjaan pada umumnya serta bidang pelatihan, penempatan, dan
perlindungan tenaga kerja. Sekaligus meningkatkan rangsangan bagi

peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
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1.4.2. Kebijakan

1.5.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan
pedoman/acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka
penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi daerah. Bahkan diharapkan
dapat menjembatani kerjasama antar sektor perekonomian daerah untuk

menanggulangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi dengan ruang

lingkup sebagai berikut :

1.

2.

Daerah penelitian adalah Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini dimulai dengan menggunakan data time series tahun 2010-
2015. Data kependudukan untuk keperluan proyeksi adalah berdasarkan
Sensus Penduduk 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2015,
sementara untuk melihat analisis kondisi eksisting ketenagakerjaan
dilakukan sampai‘tahun 2015, karena data ketenagakerjaan terbaru adalah
data tahun 2015. Selanjutnya pada penelitian ini akan dilakukan proyeksi
yang dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021.

Unsur ketenagakerjaan yang diteliti dibatasi mengenai persediaan
(menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan),

kebutuhan (menurut lapangan usaha, status pekerjaan utama, jenis



11

pekerjaan, tingkat pendidikan, dan jam Kkerja), dan keseimbangan/neraca

tenaga kerja.

1.6. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai isi

tesis serta untuk kemudahan penyusunan dan pembatasan masalah, maka secara

garis besar penulisan tesis ini terdiri dari-:

BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan
sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kansep-konsep, teori-teori yang menjadi landasan
penelitian dari berbagai literatur, penelitian-penelitian terdahulu, dan
kerangka analisis

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat.tentang lokasi, sumber data, metode yang digunakan
untuk mendapatkan dan menganalisis data-data yang diteliti dalam
pelaksanaan penelitian.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan secara umum mengenai kondisi dan

karakteristik objek penelitian.



BAB V.

BAB VI.

BAB VII.
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HASIL PENELITIAN

Bab ini menganalisis perkembangan persediaan dan kebutuhan tenaga
kerja selama periode 2010-2015, membuat proyeksi persediaan dan
kebutuhan tenaga kerja selama periode 2016-2021, dan menganalisis
kesenjangan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Dari hasil
analisis akan diperoleh perkembangan tingkat pengangguran terbuka
selama periode 2010-2015 dan perkiraan tingkat pengangguran selama
periode 2016-2021. . .

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
KETENAGAKERJAAN

Bab ini menjabarkan arah kebijakan, strategi, dan program yang tepat
dan direkomendasikan sesuai dengan temuan hasil penelitian.
KESIMPULAN DAN'SARAN

Bab terakhir ini menjelaskan secara singkat kesimpulan dari hasil

penelitian dan memberikan beberapa saran kepada pihak terkait.



